
 
PEMERINTAH  KABUPATEN BANGKA BARAT 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT 
 

NOMOR   2  TAHUN 2008 
 

TENTANG 
 

KEWENANGAN KABUPATEN BANGKA BARAT 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANGKA BARAT, 
 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah 
berdasarkan amanah yang diatur oleh Peraturan Perundang-
undangan, maka perlu pengaturan kewenangan urusan 
pemerintahan wajib dan pilihan Pemerintah Kabupaten Bangka 
Barat ; 

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat  Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat, perlu  
diatur dan disusun kembali;   

      c.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam 
huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat ; 

 

Mengingat : 1.   Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan  Atas 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
3890); 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4033); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4268); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

 

 



5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT 

dan 

BUPATI BANGKA BARAT 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEWENANGAN KABUPATEN 

BANGKA BARAT . 
 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.  
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Bangka Barat. 

5. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Bangka 
Barat.  

6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala 
Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri 
dari Sekretariat Daerah,Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan 
lembaga Teknis Daerah. 

7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 
berwenang mengatur dalam mengurus pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Pemerintah 
Kabupaten Bangka Barat. 



8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan. 

9. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang 
menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan 
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi 
tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, 
melayani, memberdayakan, dan mensejahteraan rakyat.  

10. Kebijakan Daerah adalah Serangkaian aturan yang dapat Berupa 
norma, standar, prosedur dan atau kriteria yang ditetapkan 
Pemerintah Daerah sebagai pedoman Penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan Daerah.  

 
 
 

BAB II 

KEWENANGAN DAERAH 

Pasal 2 
 

Kewenangan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Barat 
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini . 
 
 

BAB III 

KERJASAMA 

Pasal 3 
 
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 2, Bupati bekerjasama   dengan pihak lain, sesuai ketentuan 
Perundang-undangan yang berlaku . 
 
 

BAB IV 

KETENTUAN LAIN LAIN 

Pasal 4 
 
Selain seperti dimaksud pada Pasal 2, Kewenangan Daerah juga 
meliputi Kewenagan lainnya sepanjang bukan merupakan urusan 
Kewenangan Pemerintah atau Pemerintah Provinsi sebagaimana 
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota. 

 
 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 
 
Dengan berlakunya Peraturan Daerah  ini maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kewenangan 
Kabupaten Bangka Barat, dinyatakan tidak berlaku lagi. 
 
 
 



Pasal 6 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
 

Pasal 7 
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat. 
 

 
 
 

Ditetapkan di Muntok 
pada tanggal  5 Maret 2008 
 
BUPATI BANGKA BARAT, 
 
      dto 
 
H. PARHAN ALI 

 
Diundangkan di Muntok 
pada tanggal 10 Maret 2008 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANGKA BARAT, 
 
        dto 
 
RAMLI  NGAD JUM 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2008 NOMOR  1  SERI D 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


